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Abstract. This study aims to evaluate regional expansion policies 
in Banggai Laut District, Central Sulawesi Province. This study 
uses qualitative methods, with data collection techniques through 
observation, documentation analysis and in-depth interviews. The 
results showed that the expansion of regions in Banggai Laut Regency 
was rated in the medium category. However, judging from the factual 
conditions, there are still various weaknesses in the expansion of the 
Region. This mismatch between the factual conditions and the results 
of the evaluations carried out by the evaluator, among others, is due 
to: less objective and independent evaluation activities. Furthermore, 
this study shows that the substance of the regional expansion policy 
which contains criteria and procedures for regional expansion 
is relatively still quite wise. In addition, the regional expansion 
process in Banggai Laut Regency tends to be forced. The research 
recommendation is that evaluation activities carried out objectively 
and independently are a condition for the success of evaluating a 
policy.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan 
pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi 
Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan 
teknik pengumpulan data melalui observasi, analisis dokumentasi 
dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 
pemekaran Daerah di Kabupaten Banggai Laut dinilai dalam kategori 
sedang. Namun, dilihat dari kondisi faktual, masih ditemukan 
berbagai kelemahan dalam pemekaran Daerah. Ketidaksesuaian 
antara kondisi faktual dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh 
evaluator ini, antara lain disebabkan karena: kegiatan evaluasi 
yang kurang objektif dan indenpenden. Selanjutnya, penelitian ini 
menunjukkan bahwa substansi kebijakan pemekaran Daerah yang 
memuat kriteria dan prosedur pemekaran daerah relatif masih 
cukup bijaksana. Selain itu, proses pemekaran Daerah di Kabupaten 
Banggai Laut cenderung dipaksakan. Rekomendasi penelitian adalah 
kegiatan evaluasi yang dilakukan secara objektif dan independen 
merupakan syarat keberhasilan evaluasi suatu kebijakan.
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PENDAHULUANDinamika Otonomi daerah yang bermuara pada pilihan dan penguatan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap sebagai paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Kebijakan desentralisasi yang dituangkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut sejalan dengan keinginan dan aspirasi masyarakat di daerah agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah tersebut (Jati, 2012:744) Melalui otonomi daerah, masyarakat diberikan peranan yang sebesar- besarnya, dan peran tersebut diberikan dalam bentuk kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangga sendiri sehingga diharapkan akan terbentuk masyarakat yang bermartabat, sejahtera dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya, semangat otonomi daerah ini berimplikasi pada keinginan daerah untuk memekarkan diri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sunarno mengatakan bahwa pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal (Santoso, 2012:273).Kesejahteraan rakyat menjadi argumentasi dalam memperjuangkan agenda yang menjadi keinginan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Atas nama kesejahteraan rakyat, sekaligus tujuan akhir otonomi daerah, maka ditempuh strategi dan pendekatan yang memungkinkan tercapainya tujuan dimaksud oleh pemerintah daerah dan masyarakatnya. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, salah satu strategi yang diupayakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan dimaksud adalah pemekaran daerah, baik pada entitas pemerintahan yang paling rendah (Desa) hingga level Kabupaten/Kota dan Provinsi. Pemekaran daerah memiliki ’wajah’ ganda, yaitu selalu ada sisi positif dan negatifnya, ada sudut pandang kepentingan daerah, ada sudut pandang pusat (Ratnawati, 2010:122).Pemekaran daerah merupakan suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hasil amandemen UU RI nomor 22 tahun 1999 (Harmantyo, 2007:16). Upaya pemekaran ini pulalah yang ditempuh oleh masyarakat Banggai Laut, sehingga terbentuklah Kabupaten Banggai Laut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam tataran ideal, kebijakan pemekaran daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Argumentasi untuk ini didasarkan atas beberapa hal yaitu: pertama, bahwa pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Kedua, pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota pemerintahan daerah. Ketiga, pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Alasan lainnya adalah bahwa pemekaran akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil. Dari pernyataan masalah tersebut, rumusan pertanyaan penelitian (research question) yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah 
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METODE
A. Objek dan Jenis PenelitianObjek penelitian ini adalah kebijakan pemekaran daerah, yakni kegiatan evaluasi kebijakan pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah hasil kebijakan pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut telah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam teori evaluasi yang didasarkan pada kebijakan formal seperti dikenal dengan tipe evaluasi formal.Evaluasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, dengan teknik pengambilan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.Dalam penelitian ini digunakan data kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi dapat mempertautkan data kuantitatif dan kualitatif dari berbagai sumber (Deprez dkk.,2010:14). Pada perkembangan terakhir dalam bidang evaluasi telah banyak menggunakan berbagai metode termasuk pengombinasian data kualitatif dan kuantitatif.
B. Informan PenelitianInforman yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi berupa kata-kata atau tindakan, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Fakta yang dibutuhkan meliputi kata-kata dan tindakan informan yang memberikan data dan informasi tentang bagaimana evaluasi kebijakan pemekaran daerah. Dalam konteks ini, informan menyediakan sebanyak mungkin informasi autentik dengan bermacam sumber dan konstruksinya yang utuh, unik, dan dapat digali.
C. Teknik Pengumpulan DataSelain instrumen, teknik pengumpulan data juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan evaluasi. Dalam penelitian evaluasi kebijakan pemekaran daerah ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: (1) studi dokumentasi, (2)observasi (pengamatan), (3) wawancara. Untuk memproleh keabsahan data dari data yang dikumpulkan melalui ke tiga teknik tersebut, maka dilakukan pengujian keabsahan data dengan cara triangulasi.
D. Teknik Keabsahan Data dengan TriangulasiKeabsahan (validasi) data sangat diperlukan dalam penelitian. Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, adalah dengan triangulasi. Teknik triangulasi ini dilakukan untuk pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. 
Evaluasi Kebijakan Pemekaran ... (Hamdin Husin) | 25Hal itu dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang – orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;(3) membandingkan apa yang dikatakan orang – orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;(4) membandingkan keadaan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan rendah dan tinggi, dan orang pemerintahan; dan (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
E. Teknik Analisis DataDalam penelitian ini, data yang berkaitan dengan evaluasi pemekaran daerah yang terkumpul akan dianalisis setiap waktu secara induktif selama Penelitian berlangsung dengan mengolah bahan empirik. Analisis induktif dimulai dengan merumuskan terlebih dahulu sejumlah permasalahan utama yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah. Namun demikian, perlu digali beberapa pertanyaan-pertanyaan spesifik melalui wawancara atau observasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan ungkapan kognitif, emosional atau intuisi parapelaku yang terlibat. Data ini dirangkum secara deskriptif untuk membantu menemukan keaslian yang diungkapkan oleh subjek penelitian sendiri sesuai dengan realitasnya. Dengan cara ini tetap akan dapat menyajikan realitas senyatanya (emics) sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian kualitatif. Prosedur analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi Pemekaran Daerah Kabupaten Banggai Laut
A. Spesifikasi
Spesifikasi meliputi identifikasi tujuan atau kriteria di mana program atau kebijakan tersebut akan dievaluasi. Tujuan atau kriteria ini yang dipakai sebagai ukuran untuk 
menilai kebijakan. Spesifikasi dalam evaluasi kebijakan pemekaran daerah, meliputi:
1. Substansi Pemekaran DaerahDalam pola inisiasi Pemekaran Kabupaten Banggai Laut adalah bottom up. Diawali oleh dukungan aspirasi masyarakat, diusulkan oleh Kepala Daerah dan DPRD induk, lalu dimintakan persetujuan dari Kepala Daerah dan DPRD daerah atasan, kemudian diusulkan ke pemerintahan pusat yang melibatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), DPOD dan DPR. Keberadaan kebijakan pemekaran daerah merupakan respon terhadap tuntutan pemekaran daerah. Jadi dari aspek inisiasi, pemekaran daerah diawali oleh adanya kemauan politik masyarakat yang juga didukung oleh pemerintahan daerah setempat. Kemudian pemerintah daerah membuat usulan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melaui Gubernur yang disertai lampiran hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga independen atas biaya APBD daerah setempat dan persetujuan DPRD.Di tingkat pusat, apabila usulan tersebut dipandang layak akan ditindaklanjuti oleh Mendagri yang akan memproses lebih lanjut dan menugaskan tim untuk observasi ke daerah yang hasilnya menjadi dasar rekomendasi bagi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
26 | Jurnal Sosio Sains, Vol. 5, No. 1, April 2019Pada saat pemekaran Kabupaten Banggai Laut, acuan kebijakannya adalah UU No32/2004 tentang Pemerintahan daerah dan PP No 78/2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Spesifikasi substansi kebijakan pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut, meliputi:1) syarat dan prosedur pemekaran,2) pertimbangan kelayakan pemekaran dan;3) penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca pemekaran.
2. Proses Pemekaran daerahSpesifikasi proses pemekaran daerah ini merupakan kriteria untuk menilai bagaimana proses atau pelaksanaan pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kebijakan pemekaran daerah itu sendiri. Oleh karena itu, spesifikasi yang memuat kriteria atau ukuran dalam pelaksanaan pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut tentu mengacu pada substansi kebijakan pemekaran daerah, meliputi: (1) syarat dan prosedur pemekaran; (2) pertimbangan kelayakan pemekaran dan, (3) Penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca pemekaran. 
a) Syarat dan Prosedur Pemekaran DaerahDalam PP 78/2007 Pasal 1, Pemekaran Daerah adalah pemecahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota menjadi lebih dari satu Daerah. Sebagaimana Pasal 1, Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.Maksud dari syarat administratif adalah adanya persetujuan DPRD setempat, Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Syarat 
teknis maksudnya, meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah seperti rentang kendali, dan lain- lain. Sedangkan syarat 
fisik meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Sarana dan prasarana pemerintahan yang dimaksud meliputi bangunan dan lahan untuk kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan kantor perangkat daerah yang berada dalam wilayah calon daerah dan dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
b) Pertimbangan Kelayakan PemekaranAdanya penilaian indikator yang akan menentukan apakah suatu daerah layak atau tidak dimekarkan. Indikator tersebut dikembangkan dari syarat-syarat pemekaran daerah sebagaimana dituangkan dalam kebijakan pemekaran daerah.
c) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Hasil Pemekaran 
(DOHP)Penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru hasil pemekaran dimulai setelah Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah baru resmi di tetapkan menjadi Undang-undang. Hal ini dimulai dengan 
Evaluasi Kebijakan Pemekaran ... (Hamdin Husin) | 27peresmian dan pelantikan penjabat Kepala Daerah. Selanjutnya aspek-aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan DOHP, antara lain meliputi:a. pembentukan organisasi perangkat daerah;b. pengisian personil;c. pembiayaan/APBD;d. pelaksanaan penetapan batas wilayah;e. penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan;f. penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan;Pada tahap awal terbentuknya, Pemerintah melakukan pembinaan melalui fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pemekaran yang meliputi asek-aspek peneyelanggaraan pemerintahan di atas.
3. Hasil Pemekaran DaerahSpesifikasi hasil pencapaian tujuan pemekaran daerah ini adalah bagaimana pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (PP 78/2007 Pasal 2). Adapun ukuran atau parameter pencapaian tujuan pemekaran daerah yang dimaksud adalah: (1) Pendapatan Regional Perkapita, (2) Angka Kemiskinan, (3) Angka Pengangguran, dan (4) Capaian IPM. Aspek yang diukur merupakan representasi dari kesejahteraan masyarakat dan telah disusun berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.
B. PenilaianDalam konteks penilaian, evaluasi yang dilakukan oleh evaluator adalah evaluasi yang bersifat khusus untuk menilai kinerja DOHP dan daerah induk dalam rangka merumuskan kebijakan untuk penataan daerah, terutama dalam pengendalian pembentukan daerah otonom baru. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah pembentukan DOHP mampu mewujudkan tujuan dari pembentukan daerah otonom.Evaluasi adalah proses yang sistematis untuk mengukur, memberi nilai secara obyektif dan valid, mengetahui dampak dari suatu kegiatan, dan untuk membantu dalam pengambilan keputusan, dengan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap keberhasilan yang diharapkan.Terkait dengan pelaksanaan penilaian dalam rangka evaluasi pemekaran daerah yang dilakukan evaluator, secara normatif penilaian tersebut sebenarnya sudah dilengkapi dengan standar dan norma. Namun pada kenyataanya, proses penilaian dalam evaluasi pemekaran tersebut terdapat indikasi bahwa, penilaian tersebut belum dilakukan dengan mendalam dan sungguh-sungguh. Kronologis dan pelaksanaan faktual penilaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:Pada tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian dalam rangka evaluasi pemekaran daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran. Berdasarakan penilaian desk evaluation yang dikelolan oleh tim evaluator, Kabupaten Banggai Laut memperoleh penilaian 
28 | Jurnal Sosio Sains, Vol. 5, No. 1, April 2019yang sedang sehingga tidak mendapatkan penghargaan sebagai Daerah Otonom Baru (Pemekaran) yang berhasil. Keadaan ini diklaim sebagai kegagalan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat Banggai. Karena Kabupaten Banggai yang merupakan kabupaten induk dari pemekaran Banggai Laut dianggap lebih berhasil dibandingkan dengan daerah hasil pemekaran lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah yang waktu pemekarannya sama pada tahun 2013. Sejatinya untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam penilaian, maka anggaran untuk melakukan penilaian survey di lapangan dan proses evaluasi secara keseluruhan harusnya ditanggung oleh Tim Evaluator. Tidak melibatkan atau meminta anggaran dari daerah yang dievaluasi. Selain itu, dari sisi waktu yang digunakan tim evaluator untuk melakukan penilaian ke lapangan yang hanya 1 (satu) hari, tentu bukanlah waktu yang ideal untuk menilai secara komprehensif dan menjustifikasi keadaan sesungguhnya keberhasilan pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut. Jika dicermati lebih lanjut, ada beberapa aspek evaluasi yang tidak serta merta berhubungan dengan upaya evaluasi pemekaran daerah untuk dapat mengetahui capaian tujuan pemekaran daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain:1) Ketepatan waktu daerah menetapkan APBD2) Daya Serap Anggaran (APBD) per tahun3) Persentase Belanja DPRD dan Kepala Daerah terhadap APBD4) Persentase Anggaran Pendidikan terhadap APBD5) Persentase Kepemilikan KTP6) Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran.Ke-enam aspek yang dievaluasi di atas, bersifat abstrak (sumir) dan tidak mempunyai relevansi untuk menggambarkan keadaan kesejahteran masyarakat Banggai Laut. Hal ini diakui sendiri oleh informan bahwa, saat ini sedang dilakukan perbaikan kegiatan Evaluasi DOHP, termasuk dalam hal ini upaya revisi dan penajaman aspek-aspek yang dievaluasi.
C. AnalisisAnalisis yang dilakukan evaluator dalam evaluasi pemekeran daerah dilakukan atas dasar hasil penilaian portfolio terhadap data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Dengan kata lain, analisis ini menjadikan LPPD dengan sumber informasi utama. Berdasarkan spesifikasi dan penilaian sebelumnya, maka analisis kebijakan pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut adalah sebagai berikut:
1. Analisis Substansi Kebijakan Pemekaran DaerahElit pemerintah dan elit daerah berperan besar dalam inisiasi dan proses pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut. Mereka juga berperan dalam hal menyiapkan dan melakukan berbagai upaya dalam pelaksanaan pemekaran daerah, termasuk dalam hal pada saat adanya kriteria atau persyaratan yang seharusnya belum dapat dipenuhi, tetapi dengan berbagai upaya pemenuhan persyaratan dan kriteria pemekaran daerah tersebut akhirnya disetujui dan dianggap layak. Dalam konteks ini, dapat diketahui bahwa, persyaratan pemekaran daerah relatif masih longgar dan rentan akan adanya ketimpangan (ketidak patuhan) dari para pelaksana kebijakannya.
Evaluasi Kebijakan Pemekaran ... (Hamdin Husin) | 29Berdasarkan penelusuran dokumen evaluasi dan hasil wawancara penulis dengan Informan (Pejabat Ditjend Otda Depdagri) diketahui bahwa, inisiasi pemekaran Kabupaten Banggai Laut melalui jalur eksekutif, dimana Rancangan Undang- Undang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut diusulkan oleh pemerintah. Selanjutnya, ada beberapa motif atau alasan yang dikemukakan dalam Pemekaran Kabupaten Banggai Laut dari Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu: (1) Kesejarahan, (2) Ketimpangan Pembangunan, (3) Adanya Kucuran Dana Dari Pusat, (4) Kondisi perpolitikan nasional.
2. Analisis Proses Pemekaran Daerah Sejalan dengan spesifikasi dan penilaian pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut, maka analisis proses pemekaran daerah juga meliputi: (1) syarat dan prosedur pemekaran daerah, (2) prosedur pemekaran, (3) Pertimbangan Kelayakan Pemekaran dan (4) Penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca pemekaran.Dari aspek syarat pemekaran, dari uraian penilaian sebelumnya diketahui bahwa ada beberapa indikator syarat pemekaran yang sebenarnya belum layak atau belum dapat dipenuhi, yaitu kemampuan ekonomi, PAD, dan jumlah penduduk yang diperbanyak (ditambah). Dari aspek prosedur pemekaran, selain menempuh prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan perundang-undangan, pemekaran Kabupaten Banggai Laut dengan menempuh berbagai upaya termasuk lobi-lobi antara elit daerah kepada elit pemerintah pusat.Dari aspek pertimbangan kelayakan mekar, jumlah penduduk sebagai kriteria atau persyaratan pemekaran dibuat sebaik mungkin, agar skor penilaian tinggi. Begitu juga dengan keadaan perekonomian dan potensi daerah yang dijadikan indikator pemekaran daerah, masih rendah. Sehingga pada penilaian awal, pemekaran Kabupaten Banggai Laut dianggap belum layak mekar. Tapi degan adanya lobi-lobi dan perbaikan data atau indikator yang dicantumkan dalam dokumen usulan pemekaran daerah, akhirnya Pemekaran daerah Kabupaten Banggai Laut dinilai layak untuk dimekarkan dari Banggai kepulauan. Selanjutnya, dilihat dari aspek penyelenggaraan pemerintahan 
daerah pasca pemekaran, masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti belum memadainya sumber daya manusianya serta keterbatasan sarana dan prasrana perkantoran. Dari pengalaman proses pemekaran daerah Kabupaten Banggai Laut, terutama menyangkut aspek proses, dapat dilihat bahwa daerah dapat dengan mudah melakukan pemekaran. Ada dua hal yang mendasari mudahnya proses pemekaran. Pertama adalah peraturan mengenai persyaratan dan prsosedur yang tidak terlalu detail sehingga memudahkan inisiator-inisiator pemekaran melakukan terobosan, dan keedua adalah bahwa peraturan persyaratan (adminstratif) dan prosedur sudah detail tetapi karena kuatnya tekanan politis menjadikan proses pemekaran dapat dengan mudah dilakukan. Oleh karena ituPemerintah untuk segera mungkin memperbaiki kebijakan Pemekaran Daerah. Perbaikan mencakup perbaikan di awal proses usulan pernekaran daerah sampai pada pasca pemekaran daerah (Herwati, 2011:65).
3. Analisis Hasil Pemekaran DaerahDari hasil penilain keseluruhan aspek (Pendapatan Regional Per kapita, Angka Kemiskianan, Angka Pengangguran, dan IPM) yang dijadikan indikator 
30 | Jurnal Sosio Sains, Vol. 5, No. 1, April 2019kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Laut di atas, dapat diketahui bahwa:1.  Pendapatan Regional Perkapita mengalami fluktuatif, 2013-2015 mengalami penurunan, dan mengalami peningkatan pada kurun waktu (2016-2018)2. Angka kemiskinan fluktuatif dan cenderung bertambah3. Angka Pengangguran cenderung bertambah4. Capian IPM mengalami peningkatan yang relative kecil.Secara umum menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut mengalami perkembangan yang berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Laut, tetapi perkembangan tersebut masih lamban. Hal ini dapat dimaknai bahwa kebijakan pemekaran daerah tidak optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banggai Laut.Pada saat yang sama, secara keseluruhan capaian tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Laut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai daerah induk. Dengan kata lain, Kabupaten Bangai Laut sebagai daerah pemekaran tidak lebih maju, bahkan lebih rendah capaian tingkat kesejahteraan masyarakatnya, daripada daerah induk Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini dapat dimaknai, bahwa kebijakan pemekaran daerah tidak membawa kemajuan yang berarti bagi daerah hasil pemekaran. Namun justru berdampak signifikan bagi kemajuan daerah induk, karena terlepasnya sebagian beban pembangunan ke Daerah pemekaran.
4. RekomendasiRekomendasi Evaluator dari hasil kegiatan evaluasi pemekaran daerah, yang lokusnya adalah semua Daerah Otonom Hasil Pemekaran ( DOHP), adalah sebagai berikut :
Pertama, secara umum, berdasarkan hasil evaluasi pemekaran daerah yang dilakukan oleh evaluator (Kemendagri), maka bidang ekonomi, keuangan daerah, aparatur pemerintah, dan pelayanan publik yang menjadi varian utama evaluasi DOHP belum menunjukkan hasil yang optimal.
Kedua, Mencermati laju pertumbuhan DOHP yang relatif tinggi kemudian membandingkannya dengan pencapaian tujuan pembentukan daerah dan tujuan otonomi daerah, maka pemerintah memandang perlu untuk melakukan beberapa upaya pengendalian, diantaranya melalui moratorium/penghentian sementara proses pembentukan daerah otonomi yang diikuti dengan penyempurnaan regulasi/peraturan perundang-undangan tentang persyaratan dan tata cara pembentukan daerah otonom. Idealnya upaya pengendalian ini harus disinergikan, dengan “evaluasi” terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Ketiga, secara faktual, situasi dan kondisi di daerah menghendaki adanya dukungan aparatur pemda yang berkualitas, sehingga daerah otonom tersebut mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, menyediakan pelayanan publik yang lebih berkualitas, meningkatkan daya saing daerah, dan pada akhirnya mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
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Keempat, bagi daerah pemekaran yang dinilai berhasil (seperti halnya Kabupaten Banggai ), diberikan penghargaan yang diserahkan langsung oleh Presiden RI. Dengan harapan, agar bisa menjadi teladan bagi daerah lain dan penambah motivasi bagi daerah tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selnjutnya, yang lebih penting diharapkan seluruh pemda dapat menerima hasilnya dengan jiwa besar untuk pembenahan daerah ke arah yang lebih baik. 
KESIMPULANEvaluasi kebijakan pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut dapat ditentukan 
dengan kegiatan spesifikasi, penilaian, analisis, dan rekomendasi. Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa, kegiatan evaluasi kebijakan pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut yang dilakukan oleh evaluator (pemerintah), tidak dilakukan secara objektif dan independen. Belum objektif dan independennya kegiatan evaluasi tersebut diindikasikan karena: 1) Banyaknya lokus evaluasi kebijakan pemekaran daerah, selain DOHP Kabupaten Banggai Laut yang dievaluasi dan dilakukan secara serentak (over all) dalam tahun yang sama; 2) Keterlibatan Pemerintah Daerah sebagai Tim Evaluator Daerah dan data LPPD yang dibuat oleh Tim Evaluator Daerah (Pemerintah Daerah) yang digunakan sebagai data base dalam evaluasi kebijakan pemekaran daerah.Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah sebagai evaluator diketahui bahwa, kebijakan pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut dinilai sedang. Namun secara faktual, pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut masih ditemukan berbagai kelemahan dan belum efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan kebijakan pemekaran daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil temuan, sebagai berikut : 
Pertama, substansi kebijakan pemekaran daerah yang memuat kriteria dan prosedur pemekaran daerah relatif masih longgar. Kedua, proses pemekaran Kabupaten Banggai Laut cenderung dipaksakan dan terjadi lobi-lobi informal antara elit daerah dan elit pusat. Ketiga, dalam hal capaian tujuan pemekaran daerah, menunjukkan bahwa perkembangan aspek-aspek kesejahteraan masyarakat yang diukur masih rendah. 
SARAN Adapun yang menjadi saran penelitian ini adalah:1. Untuk pengembangan Ilmu, khususnya studi evaluasi kebijakan pemekaran daerah, perlu kiranya dilakukan kajian evaluasi kebijakan pemekaran daerah lebih lanjut dengan metode, kegiatan, dan aspek evaluasi lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kembali hasil penelitian ini, agar terjadi penyempurnaan terhadap hasil kajian tentang evaluasi pemekaran daerah dan dapat mengembangkan konsep-konsep yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan pemekaran daerah.2. Kegiatan dan lokus evaluasi kebijakan pemekaran daerah sebaiknya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan pada beberapa (kluster) daerah, tidak dilakukan secara over all, dimana seluruh Daerah Otonom Hasil Pemekaran dievaluasi secara serentak dalam tahun yang sama. Hal ini dimaksudkan agar evaluasi dapat dilakukan dengan lebih fokus dan mendalam.3.  Agar penilaian dan hasil evaluasi dapat lebih objektif, maka evaluasi kebijakan pemekaran daerah sebaiknya dilakukan oleh evaluator yang independen, bukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang justru mempunyai kepentingan terhadap hasil evaluasi.
32 | Jurnal Sosio Sains, Vol. 5, No. 1, April 20194. Untuk Spesifikasi, penilaian dan analisis dalam evaluasi pemekaran daerah, sebaiknya tidak hanya menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai sumber data informasi utama oleh evaluator, mengingat LPPD tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah masing-masing, sehingga dapat mengurangi objektivitas evaluasi itu sendiri.5. Untuk rekomendasi evaluasi kebijakan pemekaran daerah;6. Seharusnya Daerah Otonom Hasil Pemekaran yang belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, direkomendasikan agar digabung kembali dengan daerah induk yang mengalami kemajuan atau dilakukan pembinaan secara intensif oleh pemerintah ptrovinsi dan Pemerintah Pusat.
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